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ABSTRAK 

Dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan TUN bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan yaitu 
Badan/Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan 

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. 
Kepala Badan kepegawaian Dan Diklat Pasaman Barat dilakukan pembebasan 
sementara oleh Bupati Pasaman Barat, hal ini merupakan perbuatan sewenang-

wenang dari Bupati Pasaman Barat. Rumusan Masalah: 1) Apa saja pertimbangan 
Hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap 

penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat?, 2)Apa saja 
konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala 

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN 
Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG?. Metode Penelitian menggunakan jenis 
penelitian yuridis normatif, sumber data menggunakan data sekunder, teknik 

pengumpulan data menggunakan studi dokumen, serta analisa sata dengan analisis 
kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 

27/G/2016/PTUN/PDG pada aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek 
sengketa ini cacat yuridis. 2) Konsekuensi Hukum yang diterima para pihak, 
bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan 

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 
800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat. 
 
Kata Kunci : Sengketa, Jabatan Fungsional, PTUN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 

Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi pada Pasal 5 menyatakan bahwa “Kementerian mempunyai tugas 

menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan 

suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara”. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 6 Huruf A yang menyatakan  

bahwa “perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, 

sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan tran sformasi digital 

pemerintah”1. 

Kementerian dan lembaga tinggi negara saat ini masih sangat 

kekurangan jumlah Pegawai Negeri, karena memang pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil adalah melayani masyarakat yang mana jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2022 sudah 270 juta lebih jiwa. Hal ini membuat 

perbandingan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada tahun 2022 

                                                                 
1
 Fahmi Aulia, Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa 

Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Manusiaaparatu, Jurnal Aparatur, Vol. 4, No. 2, hlm. 61 
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sekitar 3 jutaan pegawai, tidaklah memadai untuk melayani penduduk yang 

berjumlah 270 juta lebih jiwa ini2.  

Tiap tahunnya banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun, hal 

ini dapat mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada, sehingga 

pemerintah akan tetap mengadakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil setiap 

tahunnya, baik itu di Instansi pusat maupun daerah. Pembukaan lowongan 

dan seleksi CPNS selalu menjadi hal yang dinanti-nanti oleh hampir seluruh 

masyarakat Indonesia3. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Angka 1 yang 

menyatakan: “Aparatur Sipil Negara yang selajutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah”.  

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: ASN 

sebagai profesi harus berlandaskan memegang teguh pada prinsip yang 

mengimplentasikan nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, 

kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang diperlukan sesuai 

dengan bidang dan tugas serta profesionalitas jabatan4. 

Selanjutnya dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: berbagai 

                                                                 
2
 Jojonomic, Kenapa Sih Masyarakat Banyak Tertarik Jadi PNS (ASN)?, 

https://www.jojonomic.com/blog/kenapa-sih-masyarakat-banyak-tertarik-jadi-pns-asn/, 22 

Oktober 2023 
3
 Ibid 

4
 Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelola, Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui 

Dynamic Governance, Jurnal Konstituen, Vol.1, No.2, hlm. 31 

https://www.jojonomic.com/blog/kenapa-sih-masyarakat-banyak-tertarik-jadi-pns-asn/
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jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang selama ini dikenal dilingkungan 

Instansi pemerintahan tidak lagi menganut konsep Jabatan Struktural 

(eselonisasi), namun dialihkan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrasi dan Jabatan Fungsional yang telah dimaksudkan dalam Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara, jabatan-jabatan ini memiliki kedudukan yang 

sama dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan, hanya saja yang 

membedakan dari ke tiga jabatan ASN ini adalah pada fungsinya5. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

menyatakan bahwa “Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan”. 

Jabatan Administrasi ini memiliki fungsi sebagai support bagi upaya 

pencapaian tujuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi. Sedangkan Jabatan 

Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu6. 

Jabatan Fungsional memiliki pengaturan mengenai pemberhentian 

pegawai jabatan fungsional yang mengatur pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2014 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 90 

huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

                                                                 
5
 Citra, Fifi, “Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan 

Fungsional”, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 11, No.2, hlm. 153 

6
 Ibid 
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Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi 

pejabat fungsional.  

Berdasarkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara bisa diartikan 

bahwa suatu sengketa Tata Usaha Negara mempunyai objek berupa 

Keputusan Tata Usaha Negara atau bisa disingkat dengan KTUN, yang telah 

diatur didalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan 

oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final 

sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum7. 

Sengketa Tata Usaha Negara atau bisa disingkat dengan TUN dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu sengketa Intern dan sengketa Ekstern. Sengketa 

Intern atau bisa juga disebut dengan sengketa antara administrasi negara 

terjadi di dalam lingkungan administrasi negara (TUN) itu sendiri, baik yang 

terjadi dalam satu instansi maupun sengketa yang terjadi antara instansi8. 

Sengketa Ekstern atau biasa disebut dengan sengketa antara 

administrasi negara dengan rakyat, pada hal tersebut perkara administrasi 

yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat 

sebagai subjek yang berperkara oleh unsur dari unsur peradilan administrasi 

murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-

kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup 

                                                                 
7
 Gede, dkk, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha 

Negara ”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 68 

8
 Ibid 
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administrasi negara ditingkat Kabupaten maupun administrasi negara 

ditingkat Provinsi9. 

Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan di instansi 

pemerintahan, lalu memunculkan konflik diantara pihak, dapat berujung 

kepada timbulnya sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah 

ketidakadilan, ketidakpastian hukum bahkan berdampak pada pekerjaan 

seperti hilangnya jabatan dan kepercayaan pada salah satu pihak. Dalam 

kondisi ini, maka setiap sengketa yang muncul di bidang masyarakat dan 

negara harus segera dilakukan penyelesaian. Salah satu penyelesaian yang 

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan adalah menyelesaian 

yang lebih mengutamakan prinsip keadilan10. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Pejabat Fungsional 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 

pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat 

administator atau pejabat pengawas yang memilik keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas JF”. Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin 

suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan 

                                                                 
9
 Ibid  

10
 Ahmad, “Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan 

Pembangunan”, Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2, hlm. 16 



 
 

5 
 

Fungsional Pasal 3 menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional memilik tugas, 

yaitu : 

1. Memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. 

2. Melaksanakan tugas lain yang dilaksanakan guna memenuhi ekspetasi 

pada instansi pemerintahan untuk mencapai target organisai yang sudah 

ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai Aparatur 

Sipil Negara. 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan di bidang jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, jabatan fungsional mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan 

penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang jabatan fungsional 

dan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan serta pembinaan teknis dibidang jabatan fungsional seperti, 

memproses administrasi jabatan fungsional, melaksanakan pengelolaan 

jabatan fungsional, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan jabatan 

fungsional, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dukungan teknik di lingkungan dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan11. 

Di daerah Pasaman Barat yang menjabat sebagai Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dengan inisial nama NY 

dilakukan Pembebasan Sementara oleh Bupati Pasaman Barat dengan 

                                                                 
11

 Bkd.sumbarprov, Tugas Pokok Dan Fungsi, https://bkd.sumbarprov.go.id/web, 26 

Oktober 2023 

https://bkd.sumbarprov.go.id/web
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diindikasikan tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai 

Kepala SKP/Pengguna Anggaran khusus menyangkut pengelolaan anggaran 

atas kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama serta melakukan 

indikasi untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka. 

Nofdinal Yefri yang selanjutnya disebut sebagai penggugat adalah 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP-

PASBAR/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni 2013 dan berdasarkan Surat 

Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni 2013 Penggugat sudah 

melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian 

dan diklat bersdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan12. 

Selama 3 tahun penggugat memangku jabatan sebagai Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat yang sudah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan didalam malaksanakan 

tugas tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara 

tertulis dan tidak pernah di jatuhi sanksi disiplin selaku Pegawai Negeri 

Sipil. 

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 diserahkan Surat 

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 800/800/BKD/2016 tanggal 18 

Agustus 2016 Tentang Pembebasan sementara Nofdinal Yefri Sebagai 

                                                                 
12

 Ibid, hlm.7 



 
 

7 
 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat oleh DW 

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat, Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang 

Pegawai Negeri Sipil13.  

Namun Penggugat tidak dapat menerima Pembebasan Sementara 

dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, dan setelah 

adanya jawaban dari Sekda tidak mengetahui Surat Keputusan Pembebasan 

Sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Penggugat mengajukan upaya banding administratif Kepada Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Perihal: Hak 

Jawab Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 

Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri 

sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, 

sampai Surat gugatan ini diajukan belum ada jawaban14. 

Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 

Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pembebasan sementara dan tidak ada 

Surat Keputusan Pemberhentian tetap, dan kemudian dilakukan pemindahan 

tugas/dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat 

Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 

Dengan posisi Jabatan/Tempat tugas lama: Fungsional Umum pada 

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Ke 

                                                                 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
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Jabatan/Tempat Tugas Baru: Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 

September 2016, maka Pemindahan tugas/ mutasi yang demikian adalah 

tidak sah15. 

Maka dari hal tersebut, Nofdinal Yefri melakukan gugatan kepada 

Bupati Pasaman Barat yang bisa dikatakan sebagai Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang 

ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh Orang atau 

Badan Hukum Perdata, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara16.  

Tentang duduk perkara menimbang bahwa Nofdinal Yefri yang 

disebut Penggugat dengan Register perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG 

dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan mengemukakan 

bahwa keputusan tergugat membuat Nofdinal Yefri tidak menerima dan 

dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Pembebasan sementara dan 

untuk itu sudah menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang 

mempertanyakan alasan Pembebasan Sementara selaku Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dijawab oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Pasaman Barat bahwasanya tidak mengetahui, maka 

                                                                 
15

 Ibid, hlm. 8 
16

 Ibid, hlm. 5 
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pembebasan sementara tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang 

dari Bupati Pasaman Barat17. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian 

dengan judul : KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 

27/G/2016/PTUN/PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN 

PASAMAN BARAT. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 

27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan 

sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Kabupaten Pasaman Barat? 

2. Apa saja konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan 

Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman 

Barat dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 

27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan 

sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Kabupaten Pasaman Barat. 

                                                                 
17

 Ibid, hlm. 6 
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2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara 

dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 

Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN Nomor: 

27/G/2016/PTUN/PDG. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum normatif 

biasanya merupakan studi dokumen yang menggunakan data sekunder 

seperti keputusan pengadilan,  perundang-undangan, teori hukum, 

perjanjian dan pendapat para sarjana dan asas-asas hukum yang pernah 

ditarik secara induktif18. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan 

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum 

dan lain-lain19. Data Sekunder terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

                                                                 
18

 Bambang, 2019, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers , Depok , hlm. 72 
19

 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 

hlm. 55 
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2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara. 

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Jabatan Fungsional. 

5) Putusan PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum20. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa 

Indonesia atau Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan lain-lain21. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah teknik 

pengumpulan data melalui studi dokumen yakni putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG, membahas bahan-bahan 

penelitian yaitu data primer data sekunder. 

 

                                                                 
20

 Soerjono, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13 
21

 Maiyestati, Op Cit 
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4. Analisa Data 

Berdasarkan bahan dan data yang telah dikumpulkan baik data 

sekunder maupun data primer disusun dengan menggunakan metode 

kualitatif, yakni analisa data dengan menganalisis, menafsirkan, menarik 

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan 

menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat22. 

 

                                                                 
22

 Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , Bumi Aksara, Jakarta, 

hlm.83 


